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ABSTRAK 

 

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB  

KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN  

DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

DI PROVINSI SUMATERA SELATAN  

 

Oleh  

 

Yodi Ari Kusuma 

 

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun 

pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak 

wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan 

kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Permasdlahan skripsi 

adalah: 1. Bagaimana peranan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Bagaimana 

tanggung jawab Kejati Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Provinsi Sumatera Selatan? Adapun jenis penelitian ini  tergolong penelitian 

hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis, sehingga tidak berkehendak 

menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data dititikberatkan pada penelitian 

lapangan ditambah kepustakaan dan perundang-undangan terkait dengan cara 

mengkaji data primer yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian), dan bahan hukum 

tersier (kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain). Kesimpulan 

skripsi ini adalah: 1. Peranan Kejati Sumsel dalam pemberantasan korupsi di 

Provinsi Sumsel sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai penyelidik dan 

penyidik, sebagai penuntut dan juga sebagai pelaksana putusan hakim atau 

pelaksana eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik; 2. Tanggung jawab 

Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 

korupsi di Provinsi Sumatera Selatan adalah menegakkan hukum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; melakukan pengawasan 

dan pengamatan; dan mengajukan upaya hukum.  

 

Kata Kunci: Peranan, Kejati Sumsel, Tipikor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang pesat, meluas serta 

ada di mana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya korupsi dilakukan dengan 

rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi yang modern. Istilah korupsi 

berasal dari  bahasa Latin, yaitu  Corroptio atau corruptus. Selanjutnya 

disebutkan, bahwa corruption itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata 

Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa 

seperti Inggris, yaitu  corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, 

yaitu corruptive (korruptie). Kita dapat memberanikan diri, bahwa dari bahasa 

Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”. Kemudian arti 

harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, 

dapat disuap, tidak bermoral,  penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan 

yang menghina atau memfitnah.1 

Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan 

membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga pada 

kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang 

meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, oleh karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat 

digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar 

 
  1Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4. 



    

 

2 

 

biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan 

secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (extraordinary). 

Menurut Abu Daud Busroh dikatakan, bahwa: 

“Problem yang menghambat dalam pelaksanaan pemberantasan tindak 

pidana korupsi adalah: 

 1. Rezim pemerintahan yang menjalankan fungsinya tidak pernah melakukan 

kajian terhadap sistem pemenuhan kebutuhan aparatur dan tidak pernah 

pula mengkaji ulang secara elegan sarana dan prasarana dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

2. Rezim pemerintahan yang berkuasa selalu mementingkan diri sendiri dan 

golongannya, rakyat dijadikan landasan aparatur berpijak untuk 

menguntungkan diri mereka; dan 

 3.  Aparatur penegak hukum membutakan mata mereka dan menulikan telinga 

mereka atas koreksi dan peran masyarakat yang memohon pemberantasan 

tindak pidana korupsi”.2 

 

Lebih lanjut dikatakan Abu Daud Busroh, bahwa; 

“Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum yang bebas dari 

korupsi, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, 

aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintergritas dan 

disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum 

masyarakat. Oleh karena itu idealnya setiap negara hukum termasuk negara 

Indonesia harus memiliki lembaga /institusi /aparat penegak hukum yang 

berkualifikasi’. 

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP) yang terdiri dari sub sistem yang 

merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan 

dilaksanakan oleh kepolisian, sub sistem penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, 

sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan 

 
 2Abu Daud Busroh, 2005, Aspek-Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Problem Dalam 

Pelaksanaanya, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6. 
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sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan 

Lembaga Pemasyarakatan.  

 Hukum dan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan 

sebagai faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan 

akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum  yang diharapkan.3 

Keberadaan kejaksaan sebagai institusi penegak hukum juga mempunyai 

kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum, 

karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses 

pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan 

masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.  

 Keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara 

tegas (exsplisit) dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat 

(implisit). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi  

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Demikian juga 

dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3) 

mengatur, bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan  

kehakiman diatur dalam Undang-undang”. Kemudian Pasal II Aturan peralihan 

mengatur, bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi 

sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum 

diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. 

 
 3Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. 

Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa elemen hukum sangatlah 

dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintah, penegakan hukum dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi.  Sehubungan dengan itu berbagai peraturan 

perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai 

lagi, baik dengan kebutuhan tindak pidana korupsi dan kesadaran hukum serta 

dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara 

berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) perlu ditinjau dan diperbaharui kembali. 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang sekarang sudah diganti dengan 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

merumuskan keberadaan  institusi Kejaksaan RI yang menyebutkan, bahwa 

“Untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara 

Republik Indonesia sebagai Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang lama juga sudah tidak sesuai lagi dengan sistem 

ketatanegaraan yang berlaku oleh sebab itu dikeluarkanlah Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan begitu maka 

sejumlah tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana khusus juga mengalami 

perubahan mendasar dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu 

(integrated model). Hal tersebut setelah ke luarnya Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam konsideran 
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menimbang dinyatakan “bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan 

pihak manapun”.   

Kemudian perubahan mendasar terjadi lagi pada konsep tindak pidana 

korupsi setelah ke luarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan tiada lain untuk memantapkan kedudukan 

dan peranan kejaksaan dalam bidang pidana khusus agar lebih mampu dan 

berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya negara berdasarkan 

Pancasila. Dengan terjadinya perubahan kedua undang-undang ini menunjukkan, 

bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum tidak 

bisa diabaikan. Hal ini terjadi karena di samping secara normatif ada yang 

mengatur, juga dalam  tataran factual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat 

penegak hukum yang bersih, sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, 

dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 

bernegara. 

Sebagai lembaga penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia  dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah berlandaskan hukum. Artinya 

kejaksaan harus senantiasa berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan 

kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana terpadu 

(Intergrated Criminal Justice System) maupun preventif  berupa penyuluhan, serta 

administrasi sehubungan dengan proses suatu perkara pidana terutama terkait 
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dengan pra penuntutan khusus  di dalam penelitian berkas hasil penyidikan yang 

dilimpahkan ke penuntut umum.4 

Kenyataan-kenyataan inilah yang mengharuskan pihak kejaksaan 

mempunyai peranan yang besar dalam penegakan hukum, khususnya hukum 

pidana khusus (korupsi). Di lain pihak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga memberi motivasi 

kepada penulis untuk menyusun sebuah penelitian skripsi dengan mengambil 

judul: Peranan dan Tanggung Jawab Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.  

B. Permasalahan. 

 Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam 

penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Bagaimana tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.  

 Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah 

dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang 

dititikberatkan hanya kepada masalah peranan dan tanggung jawab Kejaksaan 

 
 4Lili Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 71. 
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Tinggi Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera 

Selatan. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

peranan dan tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan ini benar-benar dilaksanakan 

dan diselesaikan secara tuntas. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan penulis, dikhususkan bidang hukum pidana 

sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang akan dipersembahkan kepada 

almamater sebagai tanda pengabdian penulis selama ini. 

D. Kerangka Konseptual. 

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definsi atau konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini 

perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-

istilah kata yang terdapat dalam judul penelitian skripsi ini, yaitu: 

1. Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan.5 Adapun pengertian peranan dalam skripsi ini adalah suatu 

sikap atau perilaku seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap 

banyak orang atau masyarakat, contohnya seseorang petugas kejaksaan 

 
 5Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243. 
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bersikaf atau berperilaku dalam melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan tugas dan wewenang jabatannya sebagai jaksa. 

2. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku 

atau perbuatan yang disengaja atau tidak. Tanggung jawab bisa menjadi 

perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib 

menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung, memikul 

jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.6 Tanggung 

kejaksaan dimaksudkan dalam penlitian ini terkait hal-hal yang menjadi 

tugas dan kewenangan dalam melaksanakan perintah undang-undang. 

3. Pengertian jaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaksa adalah 

“pejabat bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau 

tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga 

melanggar hukum”.7 Pengertian jaksa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia adalah “pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) 

disebutkan, “bahwa yang dimaksud dengan kejaksaan dalam undang-

undang ini adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di 

 
 6https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-

ciri-cirinya. Kompas.com. Diakses tanggal 11 maret 2021 pukul 21.53 WIB 
7Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, hlm.  451. 

https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya.%20Kompas.com
https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya.%20Kompas.com
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bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang 

sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam 

sistem peradilan pidana terpadu”. 

4. Pengertian Kejaksaan Tinggi (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga 

kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah kekuasaan provinsi.8 

5. Pengertian kata pemberantasan (kata benda) menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memberantas, contoh: 

pemerintah meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Indonesia dengan dengan upaya memperkuat Undang-Undang Komisi 

Perberantasan Tinadak Pidana Korupsi.9 

6. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah 

demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.10 

7. Pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi: “Setiap orang 

 
 8https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi, Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 

pada pukul 09.25 WIB. 

 9https://lektur.id/arti-pemberantasan/. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 

09.40 WIB 
10P.A.F. Lamintang, 1986, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm. 16. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi
https://lektur.id/arti-pemberantasan/
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yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

8. Pengertian Propinsi Sumatera Selatan. Pengertian provinsi adalah suatu 

satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif 

pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. Kata ini 

merupakan kata serapan dari bahasa Belanda “provincie” yang berasal dari 

bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi.11 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) provinsi (kata benda) 

adalah wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur.12 Dengan 

demikian pengertian provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah 

daerah setingkat provinsi di Indonesia yang dikepalai seorang Gubernur. 

E. Metode Penelitian.  

1. Metode Pendekatan. 

 Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini penulis melakukan 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan 

melakukan penelitian lapangan dengan mencari keterangan-keterangan yang dapat 

menyelesaikan masalah yang diangkat penulis. Sedangkan pendekatan yuridis 

 
 11https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 

10.10 WIB 

 12https://kbbi.web.id/provinsi. Diakses tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.34 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://kbbi.web.id/provinsi
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normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori serta peraturan-peraturan yang 

ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. 

2. Lokasi Penelitian. 

  Penelitian ini direncanakan mengambil lokasi dalam wilayah Kota 

Palembang khususnya di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dikarenakan 

berdasarkan sumber media elektronik maupun media cetak di kantor Kejaksaan 

Tinggi Sumatera Selatan diperkirakan banyak terjadi penyelesaian perkara tindak 

pidana korupsi. 

3. Jenis dan Sumber Data. 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan, 

sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi 

kepustakaan dan dokumentasi. Sementara mengenai jenis data dalam penelitian 

ini juga terdiri dari dua aspek, yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan 

mengajukan pertanyaan secara tertulis. Oleh karena penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum empiris, maka bahan hukum yang 

digunakan adalah: 

a) Bahan hukum primer yang meliputi: UUD NRI 1945; Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
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b) Bahan bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dan buku-buku; jurnal, 

makalah, tulisan yang terkait. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; 

terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar, 

website dan lain-lain. 

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka 

dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan 

perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan 

masalah yang akan diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

  Seperti yang telah disebutkan diatas, maka jenis penelitian ini adalah 

yuridis empris. Untuk penelitian yuridis empiris dilakukan dengan metode 

wawancara kepada pihak petugas ataupun pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera 

Selatan. Sedangkan untuk penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi 

dokumen atau studi kepustakaan yaitu meneliti sumber-sumber yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat peneliti seperti literatur-literatur, koran-

koran, buku-buku, tulisan ilmiah dari para ahli hukum yang dapat membantu 

penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Teknik Analisis Data. 

  Tindakan mengnalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif yang akan menghasilkan data deskriptif untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian skripsi ini, sehingga didapat suatu kesimpulan. 
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F. Sistematika Penulisan. 

 Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika yang dirinci sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan. Bab ini isinya uraian mengenai latar belakang, 

permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka 

konseptual atau definisi operasional, metode penelitian, sistematika 

penulisan, dan daftar pustaka. 

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi paparan tentang kerangka teori yang 

erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. 

BAB III: Pembahasan. Bab ini merupakan bahasan dari dua permasalahan yang 

diangkat sebagai topik utama penelitian ini yang terkait dengan 

peranan dan tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan. 

BAB IV: Penutup. Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 
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